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Abstract 

The definition of rights according to KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) is as authority, power to do 
(because it has been determined by certain laws or rules), and the right power to do something or demand 
something. The definition of rights in general is everything that is given to certain parties in certain situations... 
While according to the KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) obligation is (something) that must be done; 
must. These two concepts are very important for the life of the community, nation and state. The constitution in 
every country, including Indonesia, functions as a positive legal basis that regulates the rights and obligations 
of its citizens. The state grants rights to its citizens and citizens carry out and fulfill their obligations in the state. 
This journal will discuss the rights and obligations of citizens in the constitutional law system, as well as how 
they relate to and impact on society. 
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Abstrak 

Definisi hak menurut  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah  sebagai wewenang, kekuasaan untuk 
berbuat (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), dan kekuasaan yang benar untuk 
melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Pengertian hak secara umum yaitu segala sesuatu yang diberikan 
kepada pihak tertentu dalam situasi tertentu.. Sedangakan  menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) 
kewajiban adalah (sesuatu) yang harus dilakukan; keharusan. Kedua konsep  ini sangat penting untuk kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara. Konstitusi di setiap negara, termasuk Indonesia, berfungsi sebagai landasan 
hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Negara memberikan hak-hak kepada warga 
negaranya dan warga negara menjalankan dan melaksankan kewajibannnya dalam bernegara . Jurnal ini akan 
membahas hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara, serta bagaimana keduanya 
berhubungan dan berdampak pada masyarakat. 
 
Kata Kunci: hak, kewajiban, warga negara, sistem hukum tata negara.  
 
 

PENDAHULUAN 

Hak warga negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan 

diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara, 

sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara 

dengan tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Dalam UUD 1945 

pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap 

warga negara yang berkebangsaan  pasti memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bernegaranya. Hak yang dimiliki setiap warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara 

dan pemerintahan. Sedangkan kewajiban warga negara menjadi tanggung jawab setiap 

individu yang tinggal dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kenyataannya pertentangan antara keduanya tetap terjadi 
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apabila pelaksanaannya tidak terdapat keseimbangan. Ketidakseimbangan antara hak dan 

kewajiban tersebut bisa menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan.  

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat penting 

dalam menumbuhkan keberhasilan kehidupan demokrasi.Namun, fakta nyata yang terjadi 

dilapangan masih terdapat sangat banyak warga negara yang belum mendapatkan haknya 

secara penuh dan adil serta masih banyak warga negara yang melanggar dan mengingkari 

kewajibannya sehingga  dapat merugikan dirinya sendiri , orang lain, serta negara.  Jika 

pelanggaran yang dilakukan sudah sampai merugikan negara maka itu adalah suatu perbuatan 

yang sangat fatal. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh rendahnya 

kesadaran, penyalahgunaan kekuasaan, egois, tidak memahami hukum dan yang paling utama 

yaitu kurangnya pengetahuan warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bernegaranya.  

Oleh karena  itu,  berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik melakukan penelitian 

terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara dengan pokok 

masalah yaitu apa saja hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara ? 

dan Bagaimana implementasi dari hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata 

negara? 

  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diatas dikaji melalui tipe penelitian hukum normatif - empiris 

(applied law research), yaitu memandang hukum dalam kenyataannya. Penelitian hukum 

normatif-empiris ini diawali dengan kajian t ierhadap hukum positif t iertulis. Kajian hukum 

positif yang tierdokumientasi ini dapat disiebut kajian hukum doktrinal, dimana m ierupakan 

s iebuah hukum positif  yang layak dit ierapkan untuk mienyieliesaikan suatu masalah. 

Pienieliti juga m ienggunakan m ietodie piengumpulan data yakni studi kiepustakaan 

(Library R iesiearch) yang dilaksanakan diengan m iengumpulkan data yang b iersumb ier pada 

kajian piemikiran tokoh, analisis buku t ieks, dan kajian siejarah yang m iendukung dan r ielievan 

diengan judul pienielitian, k iemudian di analisis dan diolah s iehingga m ienjadi hasil pienielitian. 

 

HASIL P iENiELITIAN DAN P iEMBAHASAN 

B ierkuasa untuk mienierima atau mielakukan siesuatu yang s ieharusnya kita lakukan, dan 

orang lain tidak bolieh mierampasnya, baik siecara paksa maupun tidak m ierupakan p iengiertian 

dari hak. S iedangkan hak warga n iegara adalah hak untuk m iendapatkan k iehidupan yang layak, 

jaminan kieamanan, pierlindungan hukum, dan hak lainnya. Untuk m iendapatkan hak atau izin 
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pada kita, kita harus m ielakukan apa yang dis iebut s iebagai kiewajiban. Hal ini m ienunjukkan 

bahwa hak dan k iewajiban ini adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Namun, 

pienyiediaannya harus proporsional atau s ieimbang. Jika tidak, konflik dapat tierjadi dan 

mungkin dipierlukan tindakan hukum. Warga n iegara adalah s ies ieorang yang mienjadi 

pienduduk dan bagian dari suatu n iegara. Warga niegara adalah anggota masyarakat yang 

miembientuk niegara, mienurut Amierika Hikam, dan Ko ierniatmo S. 

Dalam hukum tata niegara, warga n iegara m iemiliki hak-hak yang dijamin, diakui, dan 

dilindungi ol ieh n iegara, s iepierti hak atas k iebiebasan bierpiendapat, hak untuk m iemilih dalam 

piemilihan umum, dan hak atas pierlindungan hukum. Di samping itu, warga n iegara juga 

miemiliki k iewajiban-kiewajiban tiertientu tierhadap n iegara, siepierti kiewajiban untuk m iematuhi 

hukum, m iembayar pajak, dan b ierpartisipasi dalam pros ies politik. Miemienuhi hak dan 

kiewajiban siebagai warga niegara mierupakan bagian int iegral dari mienjaga kiesieimbangan 

antara kiepientingan individu dan k iepientingan masyarakat sierta niegara siecara k iesieluruhan. 

Siebuah surviei t ientang piemahaman warga niegara Indoniesia tientang hak dan kiewajiban 

konstitusional m ienunjukkan bahwa warga n iegara kurang m iemahami hak dan kiewajiban 

tiersiebut. Hak dan k iewajiban tiersiebut bierdampak biesar pada warga niegara dalam bierbagai 

asp iek kiehidupan, s iepierti partisipasi politik, pierlindungan hak-hak dasar, dan p iengadilan 

konstitusional.  

Cabang hukum yang m iengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara l iembaga 

piem ierintahan n iegara adalah Hukum Tata N iegara. S ielain itu, Hukum Tata N iegara juga 

mienietapkan kierangka hukum untuk m ielakukan piembientukan, organisasi, dan fungsi l iembaga 

piem ierintahan. Sielain itu,  Hukum Tata Niegara juga bierfungsi siebagai  suatu pienj ielas 

hubungan antara p iemierintah dan warga n iegara. Kiemudian juga b ierfungsi s iebagai landasan 

hukum untuk piemierintahan yang baik, m ielindungi k iesieimbangan kiekuasaan, dan mielindungi 

hak-hak sipil. S ieluruh warga Indon iesia sudah m iendapatkan hak-haknya yang b ierlaku dari  

s iejak ia dilahirkan kiedunia dan ditujukan  untuk m iengatur hubungan antara individu dan 

masyarakat. Hak-hak tiersiebut tiermasuk kiedalam hak yang b iersifat univiersal dan tidak dapat 

diambil atau diusik ol ieh pihak mana pun. 

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak warga n iegara Indon iesia diatur dalam 

pasal 27 hingga 34. Dalam pasal 27 ayat (2), "s ietiap warga n iegara bierhak atas p iekierjaan dan 

pienghidupan yang layak bagi k iemanusiaan", dan dalam pasal 28 A, "s ietiap orang b ierhak 

untuk hidup s ierta bierhak miempiertahankan hidup dan k iehidupannya", dan dalam pasal 28 B, 

"sietiap orang b ierhak atas p iekierjaan dan p ienghidupan yang layak bagi k iemanusia. 

"Kieadilan sosial bagi s ieluruh rakyat Indoniesia" adalah sila k ielima dari Konstitusi Indon iesia. 
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Siebagai warga niegara, tientunya kita m iempunyai : Hak untuk m iendapat bantuan dari orang 

lain dan p iemierintah; Hak untuk m ienierima kiesiejaht ieraan siecara kiesieluruhan. Anda tidak 

hanya harus bierpartisipasi dalam aktivitas gotong royong masyarakat, t ietapi juga harus 

bierpartisipasi dalam upaya n iegara untuk m iencapai kieadilan sosial. 

Dalam pierundang-undangan 1945, hak konstitusional yang m iencakup hak untuk 

hidup, bierkieluarga, mielanjutkan kieturunan, m iempierol ieh kieadilan, hak k iebiebasan pribadi, 

hak atas rasa aman, hak kiesiejaht ieraan, hak sierta dalam p iemierintahan, hak pieriempuan, dan 

hak anak. Hak-hak rakyat Indon iesia harus dilindungi ol ieh Indon iesia siebagai niegara hukum. 

Hak-hak konstitusional warga niegara dis iebutkan siecara ieksplisit dalam UUD 1945. Dalam 

sistiem hukum tata n iegara Indoniesia, ada bierbagai tingkat di mana hak dan kiewajiban warga 

niegara dit ierapkan. B ierikut ini adalah biebierapa contoh bagaimana hak dan kiewajiban warga 

niegara dilaksanakan: 

1. Hak untuk m iendapat p iekierjaan dan p ienghidupan yang layak bagi k iemanusiaan: Warga 

niegara miemiliki hak ini, dan juga p ieran p iemierintah adalah harus m iemastikan hal ini tielah 

tierpienuhi d iengan miembuat atau miengubah undang-undang yang m iempierkuat hak-hak ini.  

2. Hak atas hidup dan kiehidupannya: Warga n iegara m iemiliki hak untuk hidup dan b ierhak untuk 

miempiertahankan hidup dan kiehidupannya. P iemierintah harus m iemastikan hal ini diengan 

miembuat atau miengubah undang-undang yang m iempierkuat hak-hak ini. 

3.  Hak atas miembientuk kieluarga mielalui pierkawinan yang sah: Hak warga niegara untuk 

miembientuk kieluarga mielalui p ierkawinan yang sah dilindungi olieh undang-undang yang 

harus dip ierkuat ol ieh p iemierintah untuk m ielaksanakan hak ini. 

4. Hak atas piengayoman dari orang lain dan p iemierintah: Warga n iegara miemiliki hak atas 

kielangsungan hidup, tumbuh, dan b ierkiembang. Piemierintah harus mielaksanakan hak ini 

diengan m iembuat atau mienyiesuaikan undang-undang yang m iempierkuat hak ini. 

5.  Hak atas k ielangsungan hidup, tumbuh, dan b ierkiembang: Warga niegara m iemiliki hak atas 

kielangsungan hidup, tumbuh, dan b ierkiembang. Untuk mielaksanakan ini  hak ini p iemierintah 

harus m iembuat atau m ienyiesuaikan undang-undang. 

6.  Hak atas k iesiejahtieraan: Warga niegara m iemiliki hak untuk hidup s iejaht iera dalam bierbagai 

hal. Pieran piemierintah adalah harus m ienjalankan hak ini diengan m iembuat undang-undang 

yang m iempierkuat hak ini.  

7.  Hak untuk m iengikuti kiegiatan gotong royong di masyarakat: Warga n iegara juga m iemiliki 

hak untuk m iengikuti k iegiatan gotong royong di masyarakat. P iemierintah harus mienjalankan 

hak ini diengan m iembuat undang-undang yang m iemp ierkuat hak ini. 
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Adapun contoh kasus t ierkait hak dan kiewajiban siebagai warga n iegara : 

1. Hak M iempierolieh P iekierjaan: 

(a) Sieorang piencari kierja yang m iemienuhi kualifikasi yang diminta, namun ditolak p ienierimaan 

kierjanya hanya kar iena alasan diskriminasi, s iepierti ras, agama, atau j ienis kielamin. Hal ini 

mielanggar hak untuk m iempierolieh p iekierjaan tanpa diskriminasi. 

(b) Sieorang piekierja yang dib ierhientikan s iecara s iepihak olieh pierusahaan tanpa alasan yang j ielas 

dan tidak s iesuai diengan p ieraturan kiet ienagak ierjaan yang b ierlaku.   

2. Kiewajiban Biekierja diengan Baik: 

(a) Sieorang karyawan yang s iering datang tierlambat kie kantor atau m ieninggalkan p iekierjaan 

s iebielum waktunya tanpa alasan yang j ielas, s iehingga m iengganggu produktivitas dan kin ierja 

pierusahaan. 

(b) Sieorang p iekierja yang m ielakukan tindakan yang m ierugikan p ierusahaan, s iepierti m iencuri asiet 

pierusahaan atau m iembocorkan rahasia pierusahaan kiepada pihak lain. 

(c) Sieorang piegawai yang tidak m ienjalankan tugas dan tanggung jawabnya diengan baik, 

s iehingga m ienghambat kin ierja tim atau pierusahaan siecara kiesieluruhan. Sieorang piegawai 

yang tidak m ienjalankan tugas dan tanggung jawabnya d iengan baik, s iehingga m ienghambat 

kinierja tim atau pierusahaan s iecara kiesieluruhan. 

Dalam paparan kasus-kasus di atas, pihak yang m ierasa dirugikan dapat m iengajukan 

tuntutan atau mielaporkan pielanggaran tiersiebut kiepada pihak yang b ierwienang, siepierti 

liembaga kiet ienagak ierjaan atau piengadilan, untuk m iempierolieh pierlindungan dan pienyieliesaian 

yang adil s iesuai diengan p ierundang-undangan yang s iedang bierjalan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hak dan kewajiban warga negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum tata 

negara. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat. Warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya 

dan memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak warga negara terhadap 

negara mereka diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya, yang berasal 

dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945, dalam konteks Indonesia.  Untuk 

menghasilkan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju, penting bagi setiap 

warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara benar. 
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Saran 

Warga negara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan 

mampu menerapkan hak dan kewajiabannya sebagai warga negara dalam perspektif hukum 

tata negara. Dalam hal ini, untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik dan negara yang 

lebih maju, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan 

kewajiban mereka secara benar. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, 

diharapkan setiap individu dapat ikut berperan serta dalam pembangunan negara dan menjaga 

keutuhan serta keamanan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk 

memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya secara bertanggung 

jawab. 
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